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Rossy Maduri 

 
Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagian besar masih 

merupakan “produk” pemerintah kolonial Belanda yang kemudian 
“diterjemahkan” ke dalam perundang-undangan Indonesia. Namun dalam 
perkembangannya, banyak dari peraturan perundang-undangan tersebut 
yang sampai sekarang masih dipakai akan tetapi tidak pernah dirubah 
sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang. 
ada juga hal-hal yang dalam praktek sehari-hari sering dipakai namun 
tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Salah 
satunya adalah pemberian atau pembubuhan cap ibu jari dalam beberapa 
perbuatan hukum seperti dalam pembuatan akta notariil oleh Notaris 
maupun pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh seorang 
Pejabat Pembuat Akta Tanah. Keadaan ini melahirkan permasalahan, 
Bagaimana pengaturan pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta 
notaris, Bagaimana akibat hukum pembubuhan cap ibu jari dalam 
pembuatan suatu akta Notaris, Bagaimana tanggung jawab notaris atas 
pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta notaris. 

Penelitian bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan 
yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library 
Research) dan penelitian lapangan(Field Research). 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh bahwa 
pengaturan pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta notaris sama 
dengan tanda tangan hal ini berdasarkan ketentuan undang- undang 
jabatan notaris pasal 44 dan KUHPerdata dan sesuai dengan hukum 
kebiasaan yang di lakukan notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Kesimpulan dalam penelitian ini, Pembubuhan cap ibu jari dalam 
pembuatan akta otentik khususnya dalam pembuatan akta notaris 
dapatlah dikatakan sama dengan pembubuhan tanda tangan.   dapat 
diketahui, bahwa apabila suatu akta tidak dibubuhi tanda tangan tidak 
akan menimbulkan akibat hukum bahwa akta tersebut kehilangan 
otetisitasnya sebagai akta otentik Dalam hal ini notaris juga bertanggung 
jawab atas akta yang di buatnya yang di bubuhi ibu jari sebagai pengganti 
tanda tangan dalam pembuatan akta notaris. Peneliti menyarankan agar 
pemerintah membuat peraturan perundang-undangan mengenai 
pembubuhan cap ibu jari demi terciptanya kepastian hukum . 

 
Kata kunci : Pembubuhan Cap Ibu Jari Dan Tanggung Jawab Notaris. 

 

 
 

 

 


